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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN DEBITUR DENGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN 

(LEASING)  KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI                   

PT. BUSSAN AUTO FINANCE PALEMBANG 

 
OLEH 

ABDUL KHEVIN AKBAR 

 

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui hubungan debitur dengan 

lembaga pembiayaan (leasing) kendaraan bermotor roda dua di PT Bussan 

Auto Finance Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini 

adalah : Bagaimana Hubungan Debitur Dengan Lembaga Pembiayaan 

(Leasing) Kendaraan Bermotor Roda Dua Di  PT. Bussan Auto Finance 

Palembang dan Bagaimanakah Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Pihak 

Debitur Pada Lembaga Pembiayaan (Leasing) Kendaraan Bermotor Roda 

Dua Di PT. Bussan Auto Finance Palembang. Penulisan skripsi ini 

tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif sehingga 

tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat 

disimpulkan : Hubungan debitur dengan lembaga pembiayaan (leasing) 

kendaraan  bermotor Roda dua di PT.  Bussan Auto Finance :Terjadi 

hubungan antara PT. Bussan Auto Finance Palembang (perusahaan 

pembiayaan konsumen) dan Debitur (konsumen), karena sebelumnya telah 

terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. 

Dan Jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur pada PT. Bussan Auto 

Finance Palembang. Dalam menghadapi debitur yang wanprestasi tersebut 

kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 kemungkinan sebagai berikut : a. 

Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian, b. Dapat menuntut 

pemenuhan perjanjian,  c. Dapat menuntut pengganti kerugian, d. Dapat 

menuntut pembatalan dan pengganti kerugian, e. Dapat menuntut 

pemenuhan dan pengganti kerugian. 

 

 

Kata Kunci : Hubungan, Debitur, Lembaga Pembiayaan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan ekonomi sebagai salah satu bagian dari pembangunan 

nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional 

yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi 

diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri, handal 

berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat 

secara selaras, adil dan merata. 

Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan dan 

dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi, maka semakin besar 

keinginan dan kebutuhan manusia untuk memenuhi dan membiayai semua 

keinginan dan kebutuhannya tersebut. Dengan meningkatnya kebutuhan 

hidup sarana dan prasarana kegiatan manusia maka meningkat pula 

keperluan akan tersedianya persaingan usaha atau bahkan meningkatnya 

persaingan hidup antara individu dengan individu yang lain, maka secara 

fisik dituntut pemenuhan materi yang besar untuk persaingan tersebut. 

Pemenuhan materi kebutuhan hidup manusia untuk meningkatkan 

status sosialnya tentunya terus ditunjang dengan kapital atau penghasilan 

yang besar. Seseorang atau individu yang berpenghasilan yang besar atau 
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nilai kapitalnya tinggi tidak ada masalah dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi usaha dan 

kegiatannya sehari-hari. bagi masyarakat atau individu yang penghasilan 

atau nilai kapitalnya kelas menengah bahkan ekonomi lemah dalam 

menggapai keinginannya untuk pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan 

usaha sarana dan prasarana hidupnya sehari-hari. 

Pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya politik ekonomi dari 

suatu negara memegang peranan penting dalam membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya, seperti halnya di Indonesia masyarakat atau 

individu yang tidak mampu membeli barang baik bergerak maupun tidak 

bergerak secara cash dapat memperolehnya melalui kredit. Pemberian 

kesempatan pembelian kredit ini dilakukan oleh para pelaku usaha 

(debitur), pemilik usaha dan lembaga pembiayaan (leasing) baik perseroan 

atau badan hukum yang bergerak dalam usaha jual beli barang baik 

bergerak maupun tidak bergerak.  

Pemberian kredit secara luas di masyarakat seperti pada masa 

sekarang ini menampakkan adanya usaha untuk memberikan kesempatan 

bagi pihak ekonomi menengah dan ekonomi lemah untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan status sosial dan 

kesejahteraan masyarakat. 

“Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya 

dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk 

dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hutang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kreditur
http://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman
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memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang 

debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses 

koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta 

milik debitur untuk memaksa pembayaran”.1) 

 

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan hal yang 

asing bagi masyarakat. “Kredit tidak hanya dijumpai di perkotaan namun 

juga di pedesaan, karena pada umumnya seperti pada masa sekarang ini 

dalam memperoleh barang atau kebutuhan hidupnya masyarakat di kota 

atau di desa memperolehnya dengan cara kredit atau melalui pelaku usaha 

(debitur) dan lembaga pembiayaan (leasing)”.2) 

“Yang dimaksud jual beli secara kredit disini adalah jual beli yang 

cara pembayarannya atau dengan kata lain pembayarannya secara diangsur 

atau bertahap, tidak sekaligus atau tunai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian jual beli 

itu”.3) 

Mengingat pentingnya kedudukan hubungan debitur dengan lembaga 

pembiayaan cara pemenuhan kebutuhan manusia secara kredit dalam proses 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sudah semestinya jika pemberi 

kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu 

                                                 
1)  Wijorno Prodjodikoro, 2008, Perjanjian Kontrak, NBina Cipta, Jakarta, Hlm  10 
 

2) Ignatius Ridwan W, 2009, Hukum Sekitar Perjanjian Kredit, Bappress Universitas 

Diponegoro, Semarang, Hlm 7 

  
3) Munir Fuady, 2008, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

Hlm 12.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan
http://id.wikipedia.org/wiki/Agunan
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lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum 

bagi semua pihak yang berkepentingan.  

Perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit 

memerlukan jaminan demi keamanan pengembalian atau angsuran kredit 

tersebut. Salah satu pemberi kredit atau pemberi fasilitas kredit bagi 

masyarakat adalah dealer sepeda motor, dimana pihak dealer ini 

menyediakan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki sepeda 

motor yang tidak mampu membeli secara cash atau tunai, dapat 

memilikinya melalui proses kredit sepeda motor. 

Secara hukum sarana pengaman bagi terlaksananya proses kredit 

pada dealer sepeda motor adalah letak aspek hukum jaminan dalam 

pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara kredit tersebut. 

Jual beli sepeda motor secara kredit ini senada dengan yang terjadi di       

PT. Bussan Auto Finance yang memberikan fasilitas kredit bagi calon 

konsumen dengan melibatkan pihak ketiga atau lembaga pembiayaan 

(leasing). 

Kendaraan motor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang 

sangat vital, karena dengan memiliki dan menggunakan kendaraan 

bermotor dirasa dapat mendukung segala aktifitas manusia itu sendiri. 

Perjanjian sewa beli mempunyai manfaat ganda yaitu memberi keuntungan 

kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual sepeda 

motor untung karena kendaraannya akan lebih banyak terjual. Sedangkan 
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keuntungan bagi pembeli adalah bahwa pembeli akan segera dapat 

memperoleh barang walaupun mereka belum mempunyai uang yang cukup 

secara kontan. “Secara umum, kesepakatan perjanjian yang ada masih 

sangat sederhana, yaitu hanya memuat ketentuan pelaksanaan pembelian 

kendaraan bermotor itu sendiri yang merupakan realisasi dari perjanjian”.4) 

Dari hal di atas maka dapat dilihat dalam hubungan debitur dengan 

lembaga pembiayaan (leasing) jual beli secara kredit sepeda motor di                 

PT. Bussan Auto Finance  melibatkan tiga pihak yaitu PT. Bussan Auto 

Finance sendiri, lembaga pembiayaan (leasing) dan calon pembeli 

(konsumen), Karena jual beli sepeda motor secara kredit itu dikarenakan 

belum lunas pembayarannya atau masa angsuran sesuai perjanjian jangka 

waktu kredit yang telah disepakati, maka oleh pihak leasing yang mendanai 

manahan surat 

Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang bersangkutan. 

Oleh karena disebabkan hal-hal diatas maka sebagai pembeli yang telah 

membuat surat perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit dengan pihak 

PT. Bussan Auto Finance  dan pihak leasing yang bersangkutan belum 

lunas pembayarannya, pembeli tersebut tidak bisa atau belum dianggap 

sebagai pemilik sepenuhnya atas sepeda motor itu. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui lebih jauh 

tentang jual beli sepeda motor secara kredit pada PT. Bussan Auto Finance 

                                                 
4)  Suharmoko, 2008, Hukum Perjanjian, Bintang Jaya, Yogyakarta, Hlm 15  
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yaitu dengan memilih judul “HUBUNGAN DEBITUR DENGAN 

LEMBAGA PEMBIAYAAN (LEASING) KENDARAAN BERMOTOR 

RODA DUA DI PT. BUSSAN AUTO FINANCE PALEMBANG”. 

 

B. Permasalahan 

 Hubungan debitur dengan lembaga pembiayaan kendaraan bermotor 

Roda dua merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi konsumen dan 

produsen pada khususnya. Jual beli kendaraan bermotor merupakan hasil 

dari interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, hal ini 

mempengaruhi terhadap pembiayaan di PT. Bussan Auto Finance, maka 

yang menjadi pokok permasalahan ini adalah: 

1. Bagaimana Hubungan Debitur Dengan Lembaga Pembiayaan 

(Leasing) Kendaraan Bermotor Roda Dua Di  PT. Bussan Auto 

Finance Palembang ? 

2. Bagaimanakah Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Pihak Debitur Pada 

Lembaga Pembiayaan (Leasing) Kendaraan Bermotor Roda Dua Di 

PT. Bussan Auto Finance Palembang ? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

 Untuk menghidari kesimpangsiuran dalam menjawab suatu 

permasalahan dan upaya tergambar jelas mengenai permasalahan yang akan 

dibahas maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan tersebut : 
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1. Untuk mengetahui Hubungan Debitur Dengan Lembaga Pembiayaan 

(Leasing) Kendaraan Bermotor Roda Dua PT. Bussan Auto Finance 

Palembang. 

2. Untuk mengetahui Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Pihak Debitur Pada 

Lembaga Pembiayaan (Leasing) Kendaraan Bermotor Roda Dua Di PT. 

Bussan Auto Finance Palembang. 

 

D. Kerangka Konseptual 

 Hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau 

lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan lain. 

 Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan 

menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar 

kembali pada masa yang akan datang. 

 Lembaga Pembiayaan adalah setiap kegiatan pembiyaan perusahaan 

dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dimanfaatkan dalam 

oleh suatu perusahaan dalam tempo waktu tertentu berdasarkan pembayaran 

secara berkala.   

  

E. Metode Penelitian 

  1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yang hanya 

menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian  
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komprehensif analitis terhadap bahan hukum  primer dan bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan 

sistematis sebagai karya ilmiah. 

 2. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas 

permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah : 

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah : 

1) Kartini   Mulyadi, 2009, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, 

PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.  

2) Munir Fuady, 2008, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra 

Aditya Bakti, Bandung. 

 
c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah : 

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka 

3. Teknik Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular 

yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan. 

 Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum  sosiologis dan bersifat 

empiris yang tidak bermaksud menguji hipotesa. 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas 

permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum  primer, bahan 

hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya mengetahui Hubungan Debitur 

Dengan Lembaga Pembiayaan (Leasing) Kendaraan Bermotor Roda Dua                 
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PT. Bussan Auto Finance Palembang, Teknik pengolahan data  dilakukan dengan 

cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

  Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum 

Universita Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara 

keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Bab. I.    Pendahuluan,  berisi  mengenai  latar belakang, permasalahan, 

ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode 

penelitian, sistematika penulisan 

Bab. II.    Tinjauan pustaka,  memaparkan  tinjauan pustaka yang mengkaji 

mengenai tinjauan umum tentang Pengertian Lembaga 

Pembiayaan (Leasing), Pengertian Debitur dan Kreditur, Hak dan 

Kewajiban Debitur Dengan Lembaga Pembiayaan (Leasing), 

Dasar Hukum Hubungan Debitur Dengan Lembaga Pembiayaan 

(Leasing) Kendaraan Bermotor Roda Dua Di PT. Bussan Auto 

Finance 

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian 

secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang 

diteliti.  
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Bab. IV.    Penutup, pada bagian peutup ini merupakan akhir pembahasan 

skripsi ini, yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran. 
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